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BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR 3I TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN BURU

Menimbang : a.

BUPATI BURU,

bahwa dalam rangka memudahkan Implementasi Peraturan
Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Buru, perlu
dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru
Nomor 65 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan di Kabupaten Buru;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOO
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa3$;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 532a);

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4.



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 24+, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2075 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2AOZ tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Irlomor a7a\;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOB Nomor 4a, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a826);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2OlO
tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2An tentang Petunjuk
Teknis Penlrusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor L38-27O Tahun
2O7O tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 26 Tahun 20O8
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun
2OO8 Nomor 26);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2015
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buru {Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun
2015 Nomor O1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2AD
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelayan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten
Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol2
Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Buru Nomor 42 Tahun 2OO8 tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
Umum Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Buru (Berita
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 42);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NoMoR 65
TAHUN 2074 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN DI KABUPATEN BURU

Pasal I
1) Lampiran I dan II Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2Ol4 tentang

Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan di Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru
Tahun 2014 Nomor 65), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2) Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Lampiran I dan II
Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2074 tentang Standar pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
di Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2AV Nomor 65)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku
Agar setiap orang mengetahuinya,
Bupati ini dengan penempatannya

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 04 Pebruari2OL6

URU,t,/

UMASUGI

pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Peraturan
dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Diundangkan di Namlea
,pada tanggal O4 Pebruari 2076
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AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2Ot6 NOMOR 3 I


